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WALIKOTA PALEMBANG 

PERATURANDAERAH KQTA PALEMBANG 

NOMOR 5 TAHUN2011 

TENTANG 

PEMDINAAN DAt~ RETRIBUSl PEMAKAMAN l>AN/ATAU 
PENGABUAN JENAZAB 

DENGAN RAHMAT TUIJAN YANG MAHA ESA 

W ALJKOTA PALEMBANG, 

a bahwa denganditetapkannyli Undang-HndangNomor 28 Tahun 2009 ll'lltang Pajak 
Daerab dan Retribusi Daerah, maka p;:rlu meninjau dan memperbaharui Peraruran 
Dacrdh. Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PenataaJt dan. RetnouSi 
Pemakaman dan 81811 Pengahuan J.enazah, gun.a disesuaikan dcngan lretentuan 
pemtumn perumlang-undangan yang Jcbih tin~ ; 

b. bahwa sehubungan denl,,an huntf a, dengan pcningkatan populasi penduduk dan 
~tnya pcrkembangan wilayah m8upun pertumbuhan e:konom:i dan -pembangunan 
kota, maka akan menjadi kontra procluktif ternadap daya tampung scrta ket.ersediean 
lahan Taman Pemak:aman Umum (TPU) yang semakin terbatas, sehingga dapat 
menjadi_faktor p;:nghambat dan pennasalaban kola dimasa yang akan datang ; 

c. bahwo .berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud b~imf a dflll hurufb, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pembinnan dan Retrib1JSi Pemakaman 
dan/ata.u Pengabuan Jenazah. 

I. Undaag-Ondang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Da:crah 
Tingkal 11 da-n Kotapraja di Sumatera Sclatan (Lcmbaran Negara Rf Tahun 
1959 Nomor 73; Tnmbahnn l,embarnn Negara Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor g Tahun 1981 tentang Hukuo1 Acara PidllDll (Lenlbaran 
Negara lU Tahun 1981 Nomor 76, T11mbahan Lembaran Negara RI Nomor 3209): 

3. Undang-Undang Nomor JO Tahun 2004 ten1a11gPembeotukan Pera.tunm Pcrundaug
Undsngan (Lcmbaran Negara RI T11h1.1n 2004 Nomor 53 Trunhahnn Lembamn Negara 
Rl Nomor 4389); 

4. Ondang-Uadang Nomor 32 Tahun 2004 tcntaog Pemerintahaa Daerah (tembaran 
Negara Rf Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negura RLNomor 4437) 
sebagaimana teiah diubah beberapa kali terakh.ir-dengan tJndang-Uudong Nomor 12 
Tahun 2008 tentnng Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (I.embaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara RJ Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang l'enataan Ruang (Lem.baran 
Ne'&lfl"a lU Nomor TaJiun 2007 Nomor 68, Tambahan T..embamn Negara Rl 
Nomor 4725); 

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungau dan Pcugelolaan 
Lingkungan H.idup (Lembar:an Nega:ra Rl Tnhun 2009 Nomor 140, Tambaban 
Lembaran NegaraRINomor 5059); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tehtong Penyediaon clan Penggunaan 
tanah unruk keperluan pemnknrnan (Lembaran Negara R1 Tabun 1987 Nomor 15, 
TambahanLembaran Negara RI Nomor 3050); 
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8. Pcrarurnn Pemerintnb Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pem~g.ian Urusan 
Pemecintahan Antara Pemerintah, Pcmeri,uahan Daernh Provinsi dlin Pemerintah 
Daerah K.abupatcn/Ko1a (l.embaran Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambalum 
r ;emharon Negara Rl Nomor 4 73 7); 

9. Peraturaa Pcmc.rinlah Nomor 26 Tahun 2008 tent:ang R~ncana Tata Ruang Wilayah 
Nasionnl (t.emhru:an Negara RI Tahun 2008 Nomor 48, Tambahl!ll L.embaran Negara 
RJ.:Nomor 4833); 

LO. Peraturan Presiden Rl Nomor 36 Tahun 2005 hmtang Pcogadaan Tanah ba.gi 
Pelaksanaan Kepentingan Urmun. scbagaimana teJah diubah dengan Peraturan 
Prcsidcn Rl Nomor 65' Tahun 2006; 

I L Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 200!t tentang Urusan 
Pc1ncrin1ahan Koto Palembang- (l.emharon Daerah Kota Palembang Tahun 2008 
N.-.mor6): 

L2. Peralurdll Dacrah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 teil1ang·Pembentukan, 
Su:iunan ()rganisasi dan Tata Kerja Dinas Daer.tl1 Kota Palemb8.lg (Lembaran 
Daerah. Kota- Palembang Tahun 200.8 Nomor 9). 

D~ngan Persetujuao Benama 

DE,V AN .PERWAKLAN RAKYAT DAERAH KOTA PALEMBANG 

dan 

W ALI.KUTA PALEMBANG 

MEMQ'TUSKAN : 

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBJ.NAAN DAN RETRIDUSI 
PEMAKAMANDAN/ATAU'PENGABUAN JENAZAil 

BAB l 
KRTENTUAN UMUM 

Pnsal 1 

Dalam PcfllturanDseriih ini yang.dimaksuddengan: 

I. Dacrnh odaloh l{.plll_Palemhang. 
2. Pemerinlllh Kola adalal1 Pemerimah Kota Palembang. 
3. Walilwta adalah Wallkota Palembang. 
4. Sckretaris Daerah adalah Sekretaris Ba~ Kota Palembang. 
S. Dinas Pcncrangan JalRD, Perrnmnnlln dru, Pcmakaman yang selanju.tnya disfogka1 

l)PJPP adal.ah Dina.~ Penerangaq Jalan, Pcrtamanan dan Pemitkamau Kota Palembang 
Kuta Palembang. 

6. Kcpala Dinos adalah Kepala Dinas Penerangan Jalan. Peruunanan dan Pemakaman 
Kota Palembang Kot.a Palembang. 

7. Kantor Pclnyan11n Perijinan Terpadu yang selanjutnya disingkat KPPTadalah Kantor 
Pclayanan Perijinan Terpadu Kuta Palembang Kola Palembang. 

8. Badan adalah suatu bcntuk badan usaba meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan 
laiony°' Badan Usaha Milik Negara alau Daerah dengan. nrullll d1UJ dalam bcntuk 
apapuo, J'e~kutuan, Pcrkuinpulau, f'im1a. T<ongsi, Kopemsi , Yayasan atau 
Orgimisa.'ii yang sejenis. Lembaga Dana Pensiun. dan Bentuk Usaha lainnya. 

9. Petugas Pemaltaman adalah soorang .Pcgawai Ncgeri Sipil atall Pegnwai pado Dinas 
Pcncrangan Jalan. Penamanan dan Pemakaman Kola .Palembang· )~Ulg mclaksanakao 
·suatu tugas dengan surat perintah dari Kepala Dinas J>enerangnn Jnlan, Pertamnnnn 
dan PemaklllJlan Kola Palembang. 

IO. Pem8kamnn adalah kegiruan atau prosesi penguburan tcrhadap jcnazab atau orang 
yang secara medis telah din)'atakan rucningga\ dimfo. 

11. Taman l'emakaman Umum yang sclanjumya disingkat l'PU adahh lahl\11 yang 
digunakan untµk memakamkanjenazah yang dilengkapi dengan prasntlllla dan sarana. 
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12. T11mnn Pemakli.man Khusus yang selanjutnya disingluu TPK adalah Bagian ·rcmpat 
Pemakamari Umum berdasarkan latar belakang ~ejnrnh1 kehudayaan dan/.atau 
mempuoyai arti khu.~us yang ditetapkan oleh Walikota. 

13. Pemakaman komer.iil adalah kugiaian proscsi penguburan terhadap jenazah atau orang 
yang sccara med.is telah di.nyatakan meoinggal yang pengelolaannya oleh yayasan, 
badan us,alla atau perusahaan ja:sa pelayanan pernakaman yang bersifut komersil. 

14. Pengabuan adalrui pembl)karnn iltim kremosi jenazah tediadap orang yang pad a saat 
men.inggal dunia menganut agama atau kepercay,aan tcrtcutu bertcmpat di 
Krematorium yang ditcntukim. 

15. K.rematorium adalnh 1empa1 pembakaranjenll7.ah, dan atau kerdngkajenazah. 
16. Rumah. duka adalah tempal penilipan jcnnwh scmenmm menunggu pelaksanaan 

pcmakaman don at.nu perohuan jenili.ah (kremos.i), 
17. Tempat Penyimpanan Abu Jonaz.ah adalab tcmpat yang dibangun di lingkungan 

krcma(orium dan atau Vihata nll11.I teril_pat Jainnya yang dipe,Q!unakan untuk 
menyimpan abu jenazah setelah dilakukan perabuau (kremasi). 

18. Blok taI\alt makam adalah baginn-bagian dari taman pemakaman umum yang 1erdiri 
darl petak-petak makam. · 

19. Petak tanah makam adalab ta.oah makaw yang digunakan unmk memakanikanjenazah 
yang bcrad11 ditrunan pemakaman umum. 

20. P'laka1 makam adal<!h tanda niS8Jl tcrbual dari bcton b<.--rtulnng. 
21. Petnakaman turupaogruJ odalah cara memakamkan jenaz.ah dalam tanah makam yang 

masih beri};i jenazah. 
22. Pcmakamau ulang aclaloh pemakrunan Yat\& dilak.o.-:m pada satu petak lanah makam 

seteloh mnsa penggunaan tanah IDllkam berakhlr. 
23. fonaz.ah adalab jasad orang mc11inggol dunin. ~ecam med is. 
24. Jcnazah orang terlantar adalah orang merunggal lanpa diketahui idcntitas dan ab.1.i 

warimya. 
25. Orang tidek mompu adalah orang yang tidak. liiampu melilbayar biayii pcmakaman 

yang menjadi kewajibannya, yang dfoyatakan dengan surat keterongan Lurnh 
setempa1. 

26. Retribusi Pemakaman dan l'cngabuao Jena1,ah selanjumya disebut Retribusi adalah 
bi!l)'ll.yang dipungut atas pelaksanaan pemakaman dan arau pcngabua:n jeoazah yang 
ditetapkao oleb Walikota. 

27. Jasa Umum adalah jasa yang dised.iakan atau diberikan oleh Jlemerintab Kora uutuk 
tujUllD kepenlmgan dan kcman.faatan unmm S_\ma dapat dinikmati oleh orang pribadi 
atau badau. 

21!. Retribusi Daerab yang selanjutnya disebut Rctribusi 3daJab. p\Jng11u1n Daerah $lehagai 
pembayaran atas ja..«a 8181.1 pcmberion izin 1ertemu yang khusus dise<liakan dan/atau 
diherikon Pemerintab Kota untuk kepe,ntingan orang priba.di atau bad an. 

29. Wajib Retribusi adalalt orang prib8di atau Bad8n yang menurut perotoran perundang
undangan [etribusi diwajibknn untuk melakukan pembaya.ran rc!clbusi, tcrroasuk 
pc-mungul atau pcmotong retribusi. tertentu. 

30. Masa R.ci:ribusi ednlah SWIID jangka waktn tertentu yang mmipakan oatas ,vaktu. bagi 
wajib retribusi untuk memanfaatkao jasa dan perizi.nan tertcntu dari Pemeriotab Kota 
yang bcrsangkul.an. 

31. Surat Sctoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalab bukti 
pembayaran atau pen)'elOran rclribusl yang tclel1 dilakukan dengan menggunakan 
forcilulir aiau 1e!oh dilnkukan dengan cara lain ke Kas Umwn 0-derah melalui tempat 
pembayaran yang dilunjuk oleh Walikota. 

32. :SUfl\l· Kctctapen Retribu~i Daemh yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat 
ketetapan retribusi yangmenetukan besamy8jumlah pokok relribusi yong terumng. 

33. Surat Keteta.pan Retribusi Daerah Lebih Hayar yang selanjumya d.isingkat SKRDLB 
a$lah 5Ural ketetapan yang menentukan junilab kelcbih!lfl pcmbayaran retribusi 
karena jumlab krcdit rctribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau 
seheru.myatidak terutang. 

34. Surat Tagihan Retribusi DaCT11h yang sclanjutny8 disingkat STRO ruWah surat untuk 
mclak.ukan tagihan retrib1~~i dan/ntau. sanksi ruiministratiJ bcrupa bunga dao/ntau 
denda. 
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35. Surat Kcwtapan Rctribusi Daemh tebih Hayar ~e.lanjutnya disingkat SKRDLI3 adalah 
Surat Keputusan yang harus dibayar oleh Wajib Relribusi (WR) baik pokok Retribusi, 
maupuu sanksi administnisi. 

36. Pembayarnn Retribusi Dacrah adalah besdl'Bya kewajiban yang harus dipcnuhi olch 
Wajib Ri;lribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Ka.,; Daerah ntau ketempat lain 
yang d.itunjuk dengan bauis.,vnktu yang telah ditentukan. 

37. Penagihan Retribusi Daerah ·adalah seranr,kaian kegiarnn pemungutan Rerribusi 
Dacrah ynng dialYtlli dengan penyampaian Surat Peringatan, Sur.it TegurJll yang 
bersangkutan rnelaksanakan k.cwajiban untuk. mcmbayar Rctribusi. 

38. K-as Uml.lm Daeniluidalah.Kns Pemerintah Kota Palembang. 
39. l'ejabat ;iclalah pegawai yang diberi tugas 1ert,.mt1,1 dibidang Relribusi Dacrnl1 scsu.ai 

dengan peralu:nlii perundru1gsundaogan. yang berlaku. 
40. PcmerikSlllln ndnlah ~rangkaian kegiatan m~nghimpUD dan mengolah daia, kcterangan 

dan/atau bukli yang dilaklianakan sccara objektif dan profe,sional berdasarkan suatu 
standnr pemeriksaan untuk menguji kepatilhan pemenuhan kewajiban reLribusi dacrah· 
dan/atau unluk tujuan lain dalam rangka mclaksanakan keten1uan peraturnn 
pcmndang-undangan retribu~i daerah. 

41. Penyillikan Tindak Pidana dibidang Relribusi Daeral1 adalah scrangkaiao lindakan 
yang d.ilalrukan olch Pcny,idik.Pegawni Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, 
untuk mencari seru mengumpulkan bukli yang dengan bukli itu ruembuat tcrang 
Tindak Pidana dfbidang Rctr.ibusi Daerab yang terjadi serta menemuk.an tersimgkanya. 

BAil n 
MAKSUD DAN TUJUAN 

Pnsal 2 

eembinnan dan rettibusi pemakaman dan/atau pengabu.an jenazah dim.aksudkan scbagai 
arahan, pedoman clan pengawasan terhadap penyelengg!IJ'!Ulll pemakaman dnn/atau 
pengahuan jell37.ah dalwn Oaerah. 

Pasal3 

Arahan, pedoman dan pengawasan .sebagaimana d.imaks1:1d dala:m Pasal 2, bertujuan 
u.ntuk mewujudkan -penyolcnggarl!an pemakrunan di\Ilfimiu pengabuan jena7..ah secara 
lebi.h baik dan dengon panorama Hijau. lndah, Tertib dan Teratur (EIITil. scbingga 
mengbaclirkan bent~ bangunan makam 1anpa bangumm kcras dan pcnnencn, metai11kan 
tcrdiri -dari gundnkon monh ti pis dengaJ\ hampamn rumput hijau clan plaket sebagai niSW1 
ruau bangunan makamnya, maka dibarapkan dari bentuk bangw1an makam tcrsebut 
mcmpunyai mul.liplicr cfck, antara lnin : 

a. Nlcmudal1kan bagi pelak!WlllAD pemakaman berulang maupun tumj)ang11J1. 
b. Memudahkan penyerapan air untuk kelembaban tanah. 
c. Tcrllhat lebih indeb, bersih, 1erarur, l\erta mudah dalam pera,-,,'111811nyn. 
d. Tidak eksklusif dan angker, mengarah kepada t.aman bijau yang akait berfungsi. 

sebagai panFpa:ru kola. 

8ABT.D 
TAi\1AN PEMAKAMAN 

l'asnl 4 

( I) Setiap ahli waris clan/a tau pihak yaug bertanggung jaw-ab tcrhadap orang yang 
meniaggal dunia dalam Da.e.mh, hams dimak-amkan di taman pemakaman dan/atau 
diabukrui sesuai dengan ketentu.Wl agama atau kepercayaan yar,~ diamrt oleh 
je11.ualv'mayat yang lic.csanr,ku1an. 

(2) Taman pemakaman ~ ba~ana dimaksud pada ayat (I), meliputi : 

a. Taman Pcmakantan Umwn; 



b. Tnmnn Pcmnkrunan Khusus; 
c. Pernakaman Ungkonan: 
d. Pemakaman SulJ.311, Sunan dan Raja; dao 
e, Taman Pemakilman Komer.ill ; 

(3)' Taman pemakaimu1·scbagaimana dimaksud rnda nyat (2). diperumukkan t;agi : 

:5 

a. Warga masyaraknr dalam Daerah yang meninggal dwiia di dal.am maupun diluar 
Daerah; 

b. Warga ma.'Syarak.nt fninnya yang meninggal dunia di dalam Dacrah ruaupun diluar 
Daerah. 

Pasal 5 

(1) TPU sebagaimana dlmaksud d!!lam Pasal 4 aym (2) huruf a.. adalah tarnan 
pcmakaman \mruk umum yang pengurusaa dan pengelolaannya dililksanakan oleh 
Pemerintah Kola melalui JjpJpp'_ 

(2) TPK sebagaimana dimaksud delruu Pasal 4 aynl (2) huruf b, adalah tem·pat 
pcmakaruan yang rherupakan bagian dari IPU yang ditetapkart oleh Wallkolll untuk 
menjadi pemakaman kl1µsus, karena later llclokting !\ejorah, kebudayaan clan a1au 
mcmpunyai arti khusus, dimann pemeliharaannya menjadi lan&glJJlg jawab 
Pemerinlllh l(_ota melalui Dia.as Kebudayaan dan PMiwisata Kota Pnlemhnng. 

(3) Pemakrunnn Ungk:onan sebagaimana c.liniaksud dalant Pasal 4 aym (Z) huruf c., 
adalah tamau pcmakaruan bukan milik Pemerin.tah Kora melailikan pemakaman 
tannh wakaf milik kcluarga, tc:rletak pada areal 1a11ah ·tcrtcntu yang keberadnannya 
sudah ada sclic!um ditctapkannya Perarurnn Daerah ini dan, pemelibaman makam 
tersebm menjadi tan~'lln~jawab keluarga yang bcrsa11gkutan atau nbJi ,warisnya .. 

(4) Pemaknmnn Sultan, Sunan dan Raja sebagaimana dima.ksud dalam l>asal 4 ayot (2) 
huruf cl adalah Pemakaman milik Keluarga Sultan, Sunan, clan Raja, terletak pada 
areal tanoh tenentu yang pemeliharaannya mcnjadi 1aoggung jnwnb keh.1arga atau 
Zurial tersebut <!1111 Pemerintah Kotn melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 
Palembang: 

(5) Pemakaman K~mcrsil selii!gaimana dlmaksud dalam Pasal 4 aym (2) huruf e. 
pdayanan pcmakanum olch l3adan jasa pelayanan pemakaman yang bersifat 
kornersil yang memiliki izin usaba pelayanan pemakaman dari Walikota. 

Pasal 6 

(l) TPU dao TPK tcrdi.ri dari : 

a. Bagi umiii Islam, untnk orang-orang yang pada saat meninggalnya beragrurui 
Islam; 

b. Bagi umat Kristen, untuk orang-Qrang yang pada saat meninggalnya beragama 
Kristen; 

c_ Bagi umill Hindu, urlluk OF'dllg-orang yang pa.da S81lt meninw]nya hcmgama 
Hindu; dan 111au 

d. Bagi umnt Dudha, un1uk orang,orang yang pada saat mcningg~ln,ya beragama 
Budba. 

(2) Walikota dapal mcrietapkan sebagjnn dari TPU sebagaimana climak:sud pada ayat (l ), 
sebagai tempat pemakaman ter::;endiri untuk ruc,nakamlqm orang.orang yang pada 
saat meiliuggsl d11nia rnenganut kepercnyann lain diluar peruntukan pemakamau 
tersebut. 

Pas·aJ 7 

Walikota dapal mongarahk.an rempnt pemakamnn jenazah atas dasar pembagian wi layah 
pe1:i;iakam!lll. 
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Pasal 8 

( 1) Walikota mene1apkan lokusl untuk TPU, t.amon pemnkaman komersil,kremaforium, 
1empa1 penyimpanan abu jena?.ah clan rumah duka sesuai dengan roncana umum 1010 

rwing kota. 

(2) Dengnn memperhalikan akan nilai-nilai soslal agamn yang nda pada tanah makam, 
mnka pemanfaatan pcrnbaban penintukan TPU, ditetapkan de-ngan uru_tan prioritas 
sebagai beriku1 : 

a. Untuk memcnuhi semua kebutuhan akan tnnah makam clan pembangunan 
prasardlla dan sararui tanab pemakaman umum sclengkap_nya; 

b. Untok pembangunan prasarana dan sar..ma pcndidikan agoma; 
c. Untµk pembangunan prasa:rana dan sarnna jalan umum dan pembaogunan wnwn 

dan lainnya ; 

BABLV 
KRF.MATORTUM DAN TEMPAT PENYlMPANAN ,JENAZAH 

Pasal 9 

(I) Pembnkaran jen.wth dan/atau kcrangka jeno7..ah sesuai ketentuan <1gama atau 
kcpcrcayllan ·yang dionumyn, dilakukan diXn:matoriW'IL 

(2) Pcngelolaai1 Krematorium sehagaimana dimaksud pada ay-dl (I), bwus mcndapot izin 
usaba pclay= pernak:unan-dari \Valikota. 

ra.~at 10 

Wafikota mencu,pkan loka~i pembakaran jenazah dan/atau kcrangke jennz.oh serta 
tempnt penyimpanan abu jenau!h )'ang dlbangun di lingkungan .krematorium sesuai 
dcnganRencano Tata.Ruang Wilayab Kota, dengan kctcntuan : 

a. Tidak berada dalarn wiJayab padat penduduk; 
b. .memperhatikan kesemsinn don keselarasan lingkungan hidup; 
c. mc.nccgoh pengru.'\llkan tanah dan ling.l.ungan bidup; dan 
d. mencegah penyalahgunaan tanah yang berlebihan. 

BABV 
USAHAPELAVANANPEMA.Kk'1AN 
DANIATAO l'ENGABUAN JENAZAH 

Pasalll 

US>tha pelay8J1Jlll pemnkamanmeli-puti : 

a. Pelayanan jasa pengurosan jenazab; 
b. angkutanjcnazah; 
c. pcmbuatan peri jeruuah: 
d, pera.walllnj-enazah; 
e. pelayaaan rumah d.\Jka: 
f. pengahuan atau kremasi; 
g. tempal pcnyimpaua.n ahu jena,,.ah; clan 
h. kegi= atau usaha lain di bjdang pelayanai1 pcmekaman. 

Pasal 12 

( l) U!!lllm pelayanan pemnkaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 , dllak'Ukan 
oleh DPJPP bertanggungjawab di bidang pemakaman. 

(2) Usaba pelayanan pemnkamaa yang dila:kukan oleh masyarakal sebagaimam1 
dimaksu!,I pada ay;n (l) berbenlll~ perotang,an dan/atau Badan, wajib mcndapru izin 
operasional dari Walikota. 
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(J) !:.tin operasional pelayanan pemaknman sebagaimana dimaksud pada a)'llt (2). 
berlaku unruk jangka w·.iktu selama 5 (limaf tahun dan sctiap I (satu) tahun 
diiakukw1 cvaluasi olch DP JPP ynng bertanggungjawab di bidang pemakanian. 

(4) Kegiatan usalia pclayanan pcmakamnn oleh perorangan alllll Badan yang memiliki 
izin operesional di larang dilakukan di areal/lokasi Laman pcmakam.an kccuali 
diareal/lokasi yangdiscd.iakanfdiielapkan olchJJPJPP. 

(5) Tarlf 1LW1a pelayanan pcmakaman yang ditctapkan olch peromng1111 atau nndnn, 
wajib dilaporkan kcpada DP JPP. 

BABVI 
PERENCANAAN DAN PENGADAAN 

Pasal 13 

Kepalo Oinas yang bertanggung jawab di bidang pcmakaman men)'\JSun rencana induk 
pelilakaman yang mcmuat kebul'Uhnn lahan pemakaman, lokasi pcmakaman, dan 
kcbutuhon prnsarann pemakamaasebagal bagian dari rcncarui pcmbailgunnn daerah. 

Pasal 14 

Walikota de:ogan perselujuan DPRO, mcoctapkan penutupan dan/atau perubahan 
pcruntukkan. t PU, TPK dan Kremamrium besemi Tempal l'enyimpanan Abu Jcna2ah 
miHk Pemer.intahJll3upun Non Pemerintah. 

Pasal 15 

Rencana kcbutuhan lohnn pemak=, tempat penyimpanan abu j~-na:£ah clan rumah 
duka sena keburuhnn pms'arana dan sar.ma pemakaman, scsuai standarisasi penggunll!ID 
lahan makam, tcmpat peDyin1pannn nbu jen,v,ah, rumah duka. prasarana., serta standar 
biaya pelayannn pemakan'ian. 

( 1.) Harlan dapat mengadakan tcmpat penyimpanan abu jcnazah dan nrmnh dukn .~erta 
prasarana dan sarans pemalquuan sesut1i standar dan persyar;uan yang ditetapkan. 

(2) Persyaratan Sadan dalam pcngadaan 1empa1 pe.nyimpanan ahu jenazah ,dan rumah 
duko ser.ta pra.o;nrana clan sarana pemakaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
harus berbentuk badan bukum. 

BABVll 
PENYFJLEN.GGARAAi~ PEMAKAMAN 

Ragtan Kesa.tu 
Femakama.o Jenazab 

PaseJ 17 

Pemakaman jen.a;,_ah oleh ahli waris alau piliak YaI!g bertanggw1gja,vab memekan1kan 
jenazah dilakuka.o dalam waktu kurang deri 24 (dun puluh empat) jam, harus 
mcll)pcrolch izin pemakaman dari ,valikma atas rekomendasi Dl'JPP, paling lambat 14· 
(empat belas) hari sejak pemakamanjen~. 
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P11salJ8 

(I} Setiap jcnazah yang akan /limakamknn di TPU dalam Daerah, ahli waris atau pi:hak 
yang bcrtanggung jawab memakamkan jenalah, harus mcniiliki rekomendasi 
peuggalian tanah makam rum peneiapnn po~isi letak petaktanalLmakam dari DPJPP 
sehelum melakukan pen~alian petak tanah maklilll. 

(2) Setiap jenazah yang akan dimakamkan pada TPU dalam Dacrah, ahli waris atau 
pihak yang bcrtanggung jawab mema.kamkan jenazah, wajib mengajukan 
permohonan tertulis kepada Walikota dengan melarnpirkan : 
a Surat k~tcrangan la po ran kematian dari RT auiu T .urah setempar; dan/atau 
b. Surat keierangan peineciksaan jenazah dari TUmah sakit atau puskesmas; 
c-. Folo copy Kartu Kcluarga (KK.) Almarbum/Almarhumah; 
d. 1-'oto copy Kartu Tonda Pcndlid.uk (KTP) Almarhum/Almsrhumilh; dan 
e. Fo10 copy kartu keluarga Ahli waris/Pcuanggung jawab Almaihum/ 

Almarhwnah. 

(3) Sc(iap jcnaznb dari hmr Oaemh yang akan dimakamkan di TPU, ahli waris atau 
yang ~rfiu!ggung jawab qiemakamkan jenazab wajib mcmpcroleh izin Walikota 
atas rckomcadasi dari Kcpalo Dina~ sebelum melak:ukan penggalian tanah makam, 
deng1111 mel;unpirkan : 
a. Surd! keterangan pemcriksaan jcnll7~ h d1ui nunah sakit atau puskesmas daerah. 

asal orru:ig yang meninggal (jika diperlukan) ; 
b. Sumi keterangan laporan kclili!tian dari LurahfKcpala Dess daerah a.w orang 

yang meninggal ; 
c. Sumt pengan.tar kematian dari lnstansi yang bcnanggung jawah di hidang 

kcschatan asal orang yang meninggal; 
d. f oto copy Kartu Keluarg11 (KK.) ; da11 
c. Foto copy Krutu Tanda P.cnduduk (KTP) Almnrhum/Almarhumsh. 

(4) Seliap jcna2ah dari luar ncgcri yang akan dimnkamkan di TPU, ahli ,.,,-ar:is atau 
pihak. yang bertanggung jawab memakarnkan jcnnzuh wajib memperoleh j7jn 
Waliko1n atas rekomenda~i dari Kepala Dinas. dengan melampirkan : 
a. Surdt ketenmgan pc!llltti~jenazah dad rumoh saki1 ucgara asal orang yang 

meninggal; · 
b. Surat keterangan dari Dula Bcsar atau Kc(581a Pcrwaltllan Negara Republik 

Indonesia di negam tempal orang yang meninggal; 
c. Surat keterangan dari Mentcri Luar Negeri atau Pejabal yang ditunjuk; 
d. Paspor yang bcrsangkutau; 
e. Foto copy Knrtu. Keluarga (KK) dan atau : 
f Fote copy Kartu Tanda Pcnduduk {KTP) )'ang meninggal. 

Passi.I 19 

Berdnsarkon lapomn sehagaimana dimaksud dalam Pasal. 17 dan Pasal 18, Kepala 
Dinas memberikan rekomendasi pcnggunaan tanah makam clan selanjutnya Walikota 
mengcluarkan izi.n pcnggunaan tanah ·makam dan/atau j7jn pengangkutanjenazah. 

Pasal20 

DPJPI'; lcmbaga tcknis Daerah, Kecanuuan dJln lCelurahan, ,vajib mengurus dll!l 
mel!lk.<;a.nakan pemakaman bagi jen.azah orang terlanlar dan k1.1luarga miskin alas bcban 
biaya .r emerintah Kata. 

Dagian Ke.dua 
Penundaan Waktu Pcm.akaman 

Passi 21. 

(l) Jcnazah y~ng akan dimakan1kan lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. ah.Ii waris 
atau pibak yang bertanggung jawab, .wa,ii b me.rililiki izin pcnundaan wal-'tu 
pcmakrunan dari Walikota auis rekomendasi UPJPP. 
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(2) Izin penundaan ,\'llktu pemakaman scbagaitnana dimaksud pada ayot ( I) paling
lama 5 (lima) hari sejak orang yang bersruigk'UJ.an me~gga), dan dapat 
diperpanjang sesuai kebutuhan, kecual1 jenauh pcndcri:ta pcoyakit rnenular. 

(3) Jenazah yang pemakamnnya .di!Unda sebagaiinana dimaksud pada ayal (2), hnrus 
disimpan dalam peti jenazah sesuai dcngl!ll standar yang ditetapkan DPJPP. 

Bagian Kcliga 
Pengangkutan dJ1n Pengawalan Jenazah 

Pan 122 

(I ) Jcnazah yang akan dimakamkan. di taman pemakaman yang menggu.nakan 
kendaraan, baros mcnggunakan keudaraan jenazali yang memenuhi persyamtan. 

(2) Persynratan kefidaraan jl-nazah sebagaimana dimaksud pad a a yat (I), antnra lain 
m1::liputi; 

a. Kendaraan harus scsuai pcnmtukkRany11, memenuhi per.;yamtnn teknis dan laik 
j alan. 

b. Dipasang sircne dan lampu serine pada bagian atas kendaraan dan dinyalakan 
atou dibunyikan soat membawa jenazah. 

c. Dilengkapi dengan alat pengusungjl!nazah di.sc.riai dengan knin lurub berwama 
bitam atau hijatL 

d. Oerp1ntu -satu pada s1si kanan. dan kiri, serta duo pinn1 padn ooginn belaka.ng 
kendaraan. 

c. l'adt! sisi kanan dan km kendaraan bertuliskan "Mobil Jcnazah", diin noma 
yayasan pengelola dan atau nama instansi. 

f. Memiliki izin operasional kcndaraan pcogl!.llgku111n jena7Jih dari KepalaDinas 
Pcrhubungan Kota Palembang. 

g. Memiliki izin pengangku1anj1.,'1iaz.ah dari DPJPP. 

Pasal 23 

Warga masyw'akat dapat mengirlngl lrondaman jen~h dengnn ketenruan adnlah 
scbaglti bcrilrut : 

a. Kendaraan· harus scsuai pen111tukkannya, memenuhi persyaratan tcknis dan laik 
jalan; 

b. Dilengkapi dengan tanda bcrt1pa bcndcrn warnn hij1111: 
c. Harns menghidupkan larnpu atau tanda-landa lain; dan 
d. Harus mematuhi peraluran latu llntas dau angln11anjalan. 

Bagfan Keempat 
Pcmindahan dnn Penggalian J enazah/,Ke.rangka 

Pasa.1 24 

(1) .Pcmindohan jena1Bh/kerangka jen37.ah dari satu petak makam ke petak 1anah 
makam pada lakasi TPU laimtya kanma alasan pc111'ing, dapot di lakukan ala.~ 
permintaao ahli waris atau pibak yang bert.anggungjawab. 

(2) Pemindahan jenaza.h/kcrangka scb.agairuana dim.aksud pada ayal (I), dapat 
dilakukau tcrhodap jeM7.ah yang telah climakamkan ·paling singkal satu tahUJ1, dan 
harus mendt!patkan rekomendasi -tcrtulis 9ari OP JPP. 
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Pasal 2S 

( I) Penggal.ian jena,.ah/kcranglai dapat dilakukan untuk kepentingru1 pcuyidikan 
dalam 1aagka peayelesaian suatu perkara atas permintaao pejabat yang berweriang 
seielah mc;ndapat i.iin dari DPJPP at.LS beban pihak p<,'mohon penggnlian/ 
pem~ngkaran. 

(2) Untuk niendapa1kan 121n sebagaimana cliJl)akrud pado ayat (I), pemohon 
me-nyampaikan permohonan peoggalian kcpada Dl'JI!P dengan melampirkan sumt 
keterongan dari ahli w·dris atau ~rumggung jawab pcnggaliao jenazah/kerangkn; 
dan/amu surat keterangan dari Kcpolisian. 

Pasiil26 

\Val.Umta dapat melnkukan pcmindahan jen37.ah/kerangka untuk penataan dan/ntau 
kcpentingan umum. 

Daguio Kclima 
Waluu Pemakaman 

Pasal 27 

Wnlnu memakmnklm dan memindahkan, scrtil m1,ngabukan al3U kremasi j cllil2llli, 
dilakakan nnmrn pukut (>6.00 wm sampai dengan puk:ul 18.00 \VTB, kecuali apabila 
DP JPP m1:ng1zinkan dilakukan pekcrjaan tersebut diluar walctndimaksud. 

BAD VIII 
PENGGUNAAN TANA.Ii MAl<AM 

Ragian .Kesatu 
Benhik Bangu.0110 Maka.m 

P_asal28 

( ! ) Bentuk bnngunru, mnknm tcrdiri dari gundukan tanah tipis dcngan hnmpamn 
rumpul hijau dao plakat datar sebagai nisan a.tau bo.ngunan makam lanpa bangunan 
kcras den pemmnen. 

(2) flenruk bangunnn makam sebagaimana d.imaksud pada ayat (1). dimaksudkan agnr 
setiap;petak ianah makam memp1J]1yni muliiflier efek, antnm lain : 

a. Memudahkan pelaksanaan pemakaman berulang (makam tumpang). 
b. Memudahlqul penyerapan air untuk kclcmbaban l~ah. 
c. Terl.ihat lebih indah, bersih, reratur-sertn mudnh perawatannya. 
d. l i dak ck$klusif mcngarah kc tam81l llijau yang akan bcrfungsi scbagal paru

paro kofa. 

Ba.gia.n Kedua 
lzin Penggunajl.D Tana.h Ma.ka.m 

Pasal 29 

( ! ) Setiap peaggUllll8Jl tanah makam di TPU wnjib mendapatkan i?Jn Wnlikl>ta :ttas 
rekomepdasi pengguuaao tauah makam dari DPJPP. 

(2) tJ!UUk mendapatkan izin penggunaaa t:mah maknn1 ·~ehagaimana dimaksud pada 
ayat ( I), ahli wa.ris atau penanggungjawab p_emakaman mengajukan permohonan 
secara tertulis kepnda Wnlikotn nielnlui O-PJPP. 
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r asal 30 

(J) ]zin penggunaan tanah makam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, berlaku 
untuk jangka waktu 3 (tiga) 1ahun dan dapai dlpcrpanjang untµk scliiip 3 (tiga) 
tahun seknli. 

(2) l'Jnruk mendn.Patkan perpanjangan izin penggunaan tanah maka.m sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I), llbli waris a tau pcnanggw1g jawab alas p<;nggunaan lanah 
mnknm, harns mengajukan permohonan secarn tertulis kepadn Walilcora melnlui 
Dl'll'P paling lam bat 3 (tig,a) bulan .sebelum masa· izin p.:nggunaan tanah makam 
bcrakhir. . 

Pasal31 

(1) Walikoia meneiapkan pcmbagian blok dan pcrpctakan tanah makam untuk tiap
liap TPU menuml tata letalc dniam TPU yang bersan_gkutrul. 

(2) W!tlikota cJ11pa1 m .i.'J18ta dan mcnurtibkan tt:_ihacJap perpetakan tanab makam yang 
sudah ada sebelum ditetapkannya Pemturan Daerah ini untuk kcpcotingan ur.num 
atau Jainnya. · 

(3) Blok-blok tanah makam •mtuk TPU baru adalah sebagai: 
a. mok AA 
b. BlokB B 
e. 131ok CC 
d. BlokDD 
e. Dan seterusnyn ; 

(4) Blok tanah makam sebagaimana dirnaksud padn ayru (3), dimann masing-masing 
blok-blok tanah makam dcngan tarlf ltln Pcnggunaan Tanab Makam (!PIM) 
adalah sama k-wuali IPU Kebun DIIIiga Eks AMP n. Lubuk Kawah Palembang. 

(5) Penetapan letak (ordinal) petak tan~ ·makam diletapkan. oleh pejabat }'l!Dg 
bcrwenang dibidang pemakamnn; 

Pasal.32 

(1) Walikota dapat menetapkon ulruran perpew.kan tannh malcam apabila rertlaj>al 
pemakaman sccara massal. 

(2) Tempat pemalcaman yang sudah ada sebelum ditelapkannya Peraturru:i ini, 
terhadJ'lp penggunaan pe.rpetaklln tnnnh makam yang melebihi ukumn dikenakan 
~h.ahan retribusi penggunaan tamib makam. 

Bagian K~ua 
Petak Tanah Makam 

Pasal 33 

( I) Ukur:an perpetakan \anah makan.1 terdiri alas panjang maksimal 2,50 (dua koma 
Lima puluh) meter dan lebar I .s.o· (satu koma lima puluh) meter. dengan kcdalamlln 
m.i:n:imal 1,50 (satu komll lima puluh) meter. kecunli apabila keadrum tanahnya 
tidalc memungkinkan. 

(2) Tiap pel])etak.an tanah makam harus diberi landa nis.an berupa plakat makam, 
dengan ukuran bagian at11s 40 (cmpat puluh) x 30 (tiga puluh) em dengan lebal 
bagian,depan 10 {sepuluh) 1.-m dan bagiau belakang 15 Oirnn belns)cm•dnn ukuran 
bagian dasar 60 (enrun puluh) x SO (lima puluh) cm d~gan tebal 10 (S(l])uluh) cm 
bertuliskan nomor blok, petak, nama, tangsal pemakaman oraa11yangmeninggaJ; 

(3) Sctiap pemakaian perpetakan tanah mnkarn melebihi ukunm sebagaimana 
dimaksud pada ayat f l), a:dalah pe]anggaran tlan dikcnakan sanksi herupn dendn. 
pi,"l!ll>ongkaranmakain dao atau dituntuI dimukaPengadi!an; 
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(4) Pcmbuatan plakat makam yang melebihi ulrnran s1andar sebagaimana dimaksud 
pada aya1 (2), mcrupakan pclonggaran dan dikenakan sanksi berupa dendo dan 
atau pembongkomn plakat lersebut; 

(5) Kcpala ninos dapa1 meneuipkan pcrpetakan 1anah mnkam sclain sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), apabila lerdapat pcmakan1an secara m:i.~ I. 

PuA134 

(I ) Sc1iap pelak tanah makam di taman pemakrunnn harus unluk pcmakamau dcngan 
cam bergilir atau berulang pndn tiap bcrakhimya pcnggwiaan tanah makan1. 

(2) Tinp pctak 1anah makam di taman pernakaman dipcrgunakan untuk pcmnkar.nau 
1umpangan. kecunli kenclaan lauahnya tidok mcmungkmkan. 

(3) Pcmakaman tumpangan dilakukan diantam jen82Jlh anggoUI keluarga dan apabila 
bukan anggo1a keluarga. han1s ada izin lertulis dari kcluarga ahli \\-ES rua11 pihak 
yang benanggungjawab alas IJlnah makam yang ditumpangi. 

(4) l1cul8kaman 1umpangnn dapa1 dilakukan diam~ a1au di sampingjena?_..ab yang 1clah 
dimolmmkan, dcagan ki:tentwm jara.k antar.i jen:izah deogan pmnukwm lrulah 
paling rendah s.1ru meter. 

(5) Pcmakaman tumpnngan dapal dilakukan :;esudabjcaazah lama dimo.kamk8Jl paling 
singkat 3 (tiga) 1abun. 

PasaJ35 

(I) Pelak IMnh makam lrdlly-..s diperunmkkan bagi jcnazah alau kernngka d8J1 1idak 
diperbolebkan unmk pesanru;i iicrscdiaan bagi orang yang bclwn me:ninggal dunia; 

(2) Padn lokasi TPU Kebwi Bunga ex AMP. Kentcn Sako Dorang. Sungai 1.acak 
Oandus, Talang Kelapa dan TPU Kalidoni standar penyelenggaraan pcmakaman 
jcnazab berstandar intemasional dan dengan panorama Hijau, lndah, Tcrtib. don 
Tcratur (fl]Tij yang mempuny11i multiplier ofok sebagoimona drunaksud dalam 
Po.,;ru 3, makn scgala bcnluk banguaaa nlllkom yang berslfat permanen tidak 
<liperkenankan keewtli ploknt mokam. 

(3) rembwuan banguruin makam sccara pcnnanen pada TPU sclain !;ebagaimana 
dimaksud pa<la ayat (2), wujib .mimdapatkan iT.in mendiril\.an bangunan dari 
Wnlikota ntas rekomendasi D'PJPP. 

DAB IX 
PEMANFAATAN PRASARANA DAN 

SARANA PEMAKAMAN 

Pasal3(j 

(I} Ahli waris aJau penanggung j11wnb jenazah dan/atau Badan d3pat memaafoatkan 
pra.sarana dan sarana pelayanan pamakaman yang dimiliki UPJPP. 

(2) Seriap pemo.nfaa1an sarana pclayanan pemakamaa scbagaimaoa dimak.~ud pada 
ayal (I ), dikenakan retribusi. 

Paul37 

Wnlikota melalui Kcpala Dlnas yang bertanggung jawab di hidang _pemokaman 
menyediakan prasarnnadnn samna lingl..,mgan TPU. 
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BAD X 
DATA DAN CNFORMASI PKMAKAMAN 

Pasa138 

(I) Kepala Dinas mcngumpulkan, mengolah, menganalisis, rocnyimpan, menyajikan 
dan menyebnrlunsknn data dan infonnasi pen1akaman kepada SK.PD tctkait dnn 
masyarakat. 

(2) Kepalo Oinas membcntuk dnn mengembangkan sistcm informn.~ pemakaman 
Scbagai pusru data dan infonna~i pemakaman sehngaimana dimaksud pada 
oyol(I). 

(3) Sistcm infonna5i don data pcmakaman sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), dnpat 
diakscs dcngau mudah dan CCJ)llt olch setiap SKPO, tn8S)'lll'l00ll dnn seluruh 
pcngguoa data dan infom1asi pcmakaman. 

BABXJ 
PEMEI .tHARAAN 

Pasal39 

( I) Pemcl iharaan dan perowatao TPU dilakukan olch DP JPP. 

(2) Perawaumjenwih dapat dilakukan masyarakot dan diawa.si oleh.DPJPP. 

BABXD 
KF.WAJLBAN 

Pasal40 

(I) Untuk memperolch pclayanan pemakaman dan pc:ugabuan jenlUllh (kremasi), 
setiap ornug au1u badan harus memeuuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam 
Peroturon Oaerah ini. 

(2) Kewnjibnn sebagaimana dimaksud pada oyot (I), ·adalah : 

n. Pem1ohonan untuk mendapatkan izin; 
b. Pennohonnn untulc mendapalkan ~r.1watan jena7.0h; 
c. Pennnhonnn untuk penggunaan kendnroan jenazah; 
d. Pcnnohonan untuk penggunnan rumah duka; 
e. l'cm1ohonan untuk memperpanjong i1jn. 

BABXIU 
LARANGAN DAi~TATA TERTffi 

Bllgia.n Kcslltu 
Lsran~ao 

PaSAl41 

Scliap aWi waris dan/atau piliak yang bertanggung jawob Atos pcmakaman jenazah 
dilarang: 

a. Memakamkan jen01ah seisin J)llda TPU scb8gaimana dimaksud dalam Pasal 4; 
b. Membuat bentuk bangurum makam selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 

ayai (I); 
c. Mcndiriklln banguuan y-<1Dg bca:rsifat pccmanen diaias pet.ok tnnoh pemakaman~ 
d. Mendirikan, memosang. menempatkan. mcnggantung bcoda apapun dialas atau 

didolam petak tanah rnakam s..'Tta yang dapat memisahkon ma.kam yang satu 
dengan makam yang loin, kecuoli plakat makam dan lambang pahlawan; 



18 

BABXXI 
PRlNSTP DAN SASARAN DALAM l'ENET AP AN T ARIF 

Paul54 

(I) Pri11sip dan Sllsarnn dalnm penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum 
ditelllpkan dengan m~mperba\ikan biaya pcnycdlaan jasa yang bel'Sl1f;lgkutan. 
kema.,upuan masyarnkru, aspek keadilan, dan efektivitas pe.ngendalian atas 
pe:layamm terscbut. 

(2) Biaya sebngaimana dimaksud pada ayat ( I). mcliputi biaya opcrasi dan 
pemeliharaan. biaya bunga dan biaya modal. 

Pasal 55 

(I) Tarifrelribusi dapat ditinjau kernbali paling lama 3 (tiga) tahun ~ kali. 

(2) Peninjauan tu:ifretribusi sebagaimana dimaksud pada.aynt. (1), dlla!...Llkan dengan 
memp<.,'l'.blltikau lndeks barga dan perkembangan perekonomian. 

BAB XXTI 
WJLAYAH PEMUNGU'J:AN 

Pasa·J 56 

Rctrihu.'ii yang teru1a11g <lipungut dalam Daemh tcmpat pelaye:nan jasa dan fasilitas 
yang dioonl <;l.n. 

.BADXXIIl 
TATA CARA P.EMBAYAHAN RETRTBUSI 

Pasal 57 

( I) Pembayaran Retribusi yang tcrutang hams di I unnsi ~igus dimuka. 

(2) Retribusi yang hm:1t8Jlg dilllllasi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen 
lain yan~ dipersamakan. 

BA13XXIV 
IIBMUNGUTAN RESTIUBOSI 

Bagian Kesa'lu 
Tata Cara Pemungutan 

Paul58 

(1 ) Pcmungut.an retribusi,~ilaiang diborongkan. 

(2) Retnousi dipll~gut dengan menggunakan SKRD atau dukumen lain yang 
dipersamakan. 

(3) ffasil pungutan re-tribusi sc.bagaimana dirua,ksud pada ayru (2), di.setor ke Kas 
Umwn Daerah. 

8agian Kcdna 
Pemanfaatan 

Pasal 59 

(1) P.cmanfaruan dari penerimaan masing•masing Jonis rctribusi diutamakan untuk 
mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayaqan 
yang bcrsanglcutan. · 
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(2) Ke1e.n111an mcngcnRi alokasi pemanfaatnn penerimaan retribusi scbagaimaoa 
dimaksud pada ayat (1), ditelapkan dengan Pernnu:an.Daemb. 

Bagian Xelign 
Keberaian 

Pa.sat 60 

( L) Wajib Relribusi dapal mcngajukankeberoran hanya kepada Walikota atau pejabat 
yang dimnjuk ii1os SKRD atau dokumen lain yiing dipersru11akan. 

(2) .Kebcra1an.diaji.Jkan secara tertulis dalam bahas.aJndonesia dcngan tlisertai alasan
.alasan yang jelas. 

0) Keber;uan harus diajukan dallim jangkil ·waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 
tanggal SKRD diterbitkan, l<ecuali jika Waj ib Reln"busi dawit nicnunjukkan 
bahwa jangka ,wk1u itu tidak dapat dipenuhi knrena keadnan di luar 
kdmaSAAUnya. 

(4) Pengajuan kebemtan tldak menghilangkan k',\wajiban membayar Retribusi dan 
pelaksanaan penagihao .Retribusi . 

.Pasal 6i 

(I) Walikotil dalam jangka. waktu paling lama .6 (enam) ~ulan sejak t:mggal S.ural 
Keberatan dilerima harus mt:mberi kepulusan atas kcbcratan yang dinjukan. 
deilgan lilenerbitk1111 Sumt Keputusan Keberatan. 

(2) Ketentuau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah untuk membt:rikan 
kepaslian hukum bagi ,vajib Retrihusi, balm'll keberatan yang diajukiln barus 
di beri keputusan oleh W alikola. 

t;l Keputusan Walikola alas ke.beratan dapal berupa mt.'Jierima seluruhiiya atau 
scbagi1111, menolak, atau menambah besamyn Retribusi yang terutang. 

(4) Apabila jangka waktµ sebagaimana dimak~ud pada ayat ( l) telah lewat dan 
Walikola tidal<: membcri suaru kcpmusan, keberaliiu yang diajukan tcrsebut 
dianggap dikabulkan. 

Pa~al 62 

( 1) Jika pcngnjuan kebcra1an dikabulkan scbagian atau seluruhn)'a, kelehlhan 
pemhayar.m Relrib.usi dikembalikan dengan dhambah bunga sebesar 2 o/o (dua 
persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan. 

('2) B_unga sebagaimana dirnaksud pada ayat ( I) dib.itung sejak bulan pelunasan 
sampai deog;m iliterbilkannya SKRDLB. 

BABXXV 
l'E,NGURANGAN, KERTNGANAN DAN 

PEMBEBASA.i"-1 RETRIBUSI 

Pasal 63 

(I) Walikota dapal memberi.kan pengumngan, keringanon den pcmbcb~ retribusi. 

(2) Pembt:rian Jl:Cngurangan, keringanan dao pcmhclmsan rottibusi sebagaimana 
dimaksud pada ayet (IJ, dpugau Ul!,:IDpcrhatikWJ kemampuan Wajib Retribusi. 
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BABXXVl 
PENGl!:MBALIAN KELEBffiAN PEMBA YARAN 

Pasol 64 

( 1) Atas kelebihan ·pembo.yaran retribusi. wajib retribusi dapat moagajukM 
permollonan peng~balian kepada Wallkota. 

(2) Walikota clalrun jangka wak.tu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diteriroonya 
pennohornm pcogcrnbalijl[l kclcbiban pembayaran retribusi sebagaimana 
dimaksud padaayot (!), hnrus memberikan keputusan. 

(3) Apabila jaugko wnktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telali dilampa\Ji dan 
Walikota tidak memberikan sualu keputusan, permohonan pengembalian 
pembayoran retnousi dianggap ,dikabulkan atau SKRDLB harus ditcrbitknn 
dalamjangke wektu paling lnma I (srou) b.!llan. 

(4) Apabila wajib relribusi mempunyoi utitng -retribtLo;i lainnya, kelebihan 
pcmbay11ran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) lan~sung 
diperhit.ungkan unluk mclunasi tcrlcbih dilhulu utnng retribusi. tersebul. 

(5) Peagembalian kelebihan pembayaran retribusi sebag11imano dimaksud pada 
ayat (1), dilakukan dalnm jang_k;i waktu paling I.a.ma 2 (dua) bulan sejak 
ditcrbitkaunya SKR:DLB. 

(6) Jik.a pengembalian. kelcbihan pembayaran relribusi dilakukan sctclah lewat 
2 (dua) bulan, Walikota mcmberikim bunga se~ 2 % (dua pe~en) sehulan 
aws keterlambatan pembaynron kelebihnn pembayaran retribusi. 

DADXXVD 
PENAGUIAN 

Pasal 65 

(1) Pcnogiban retribusi tcrutang dilakukan deng,m menggunakan STRD dcngan 
didal1Ului Surat Tcg\tnU:L . 

(2) Penge.Juaran Surat Tcgumn scbagai aw11I tindakan pclaksenaan penngihan 
retribusi,dike'IUMkan segera selela.h. 7 (tujuh) hari sejakjatuh.tempo pembayarun. 

(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) dikeluarl1ll1 oleh Wal.ikota 
alau pejabat yang ditwij~. 

BABXXVIll 
.KEDALUW Ale5A PENAGIHAN 

J>asal6'6 

(1) H.ak. untuk melakuklin pcnagih1111 retrlbusl mcnjadl kcdaluwarsa .sctelnh 
melampaui waktu 3 (liga) l3hun tcrhitung ~ak saat terutangnya retriliusi, 
kecualijika Wajib Rotribusi mclakukan tindak pidana di bidang retribusi. 

(2) Kedaluwarsa penagihan r.etribusi sebagaimana dimaksud pada ayat ( I) 
tertangguh jika; 

a. ditetbitkan Surat Teguran; atau 
b, alla pengakuan utang .rctribusi dari Waj ib Retribu~i, baik lmlgsung milupun 

tidak langsung. . 

·(3) Dalam l:iiil iliterbitkan Surnl T ..:gurdl1 sel»1gairo>roa ilimali:sud pad11 uyat (2) 
humf a, kedaluwarsa. penagilian dihitung sejaic tanggal diterimanya Surat 
Tegurc1D ter.;cbul. 
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(4) PengaJ..'\lall utang Retribu.~i ~ lang_sung seoag;iimana <limaksud pad.a 
ayal (2.) huruf b adalah Wajib Rctribu.si dcngan kesadarannya mcuyatakan masih 
mempunyai utang retribusi clan belum mehrna~inya kepada Pemerintah Kota. 

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagnimana 4imaksud nada 
aya.t (2) huruf b, dapat dikelahu:i dari pe-agajuan pennohonan angSl.lrdll a1au 
penundaa.o pembayaron don pem1ohonan kehera111n oleh Wajib Rerribusi. 

Pasal 67 

(1) Piulang rclrib.usi yang 1idak ruungkin ditagih lagi karena hak llllluk mcla.kukan 
pcnagihllD sudnh kedaluwnrsa dapat dihapuskan. 

(2) Walikotl menetapkan Kepu.tu.,;an Penghapusnn Piutang Rctribusi. yang sudah 
kedaluwarsa sebagaimatlll diroaksud pada ayal ('l ). 

BABXXIX 
PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN 

Pasal68 

(I) Walikota lr~rwenang melakukan pe.mr.riksaan untuk menguji kepatuhan 
pernenuhnn kewaji\)an rctribusi dalrun tru1gka mcJ9ksa11akaa pcra1uran 
perundang-undangan retribusL 

(2) WaJib retribusi yang dipcri.ksa wajib ; 

a. Mcruperlihatkan dau!atau mcminjamkan buku atau catatan, dokumen yang 
menjadi dasamya dao dokumen lain yang ber.bubuogan dcngan objck 
rctdbusi yang tcrutang. 

b. Membcrikan kesempatan untuk memasuki tempat atau .ruangan yang 
dianggap per.Ju clan membe.riknn bantuan gunn kelancatan pcmcriksaao ; 
dao/atau 

c. Memberikan kei-emngan yang dipcdukan. 

BABXXX 
SANKST ADMTNSTRATIF 

Pasal 69 

.Oalam hat wajib retribusi lidak membayar 1 .. >pat pada waktunya at.au kurang 
membayar, dikenakan sanksi administrosi herupa bunga 2 % (dim pcrsen) setinp 
bulat1 dari,re\[ibusi yang lerutang atau kurang dibayar. · 

BABXXXI 
P-ENYIDil<AN 

Pasal 70 

(I) Pejabat Pegawai Negcri Sipil terteatu di l.iJigkuogan Pe-merinlah Kota dibcri 
wewenang kh.usus ~bagai Penyidik untuJ.: melaku!ran penyidiklln tindak pidana 
dibidang Retribusi Daerah, sebag-<limana dimak.sud dalam Undaag-Undaug 
Hl.lkUJ11 Aoara l>idana., 

(2) Penyidik !.ebagoimana dimaksud pada ayot (1) adalah Pejabat Pegawai Neg.eri 
Sipil (PPNS) t~'l11mlU di lingkuogan Pemerintah Kola yang diangkal olch Pcjabat 
y.ang berwenang sesuai dengan ketenruan peraturan perundang-unclangan. 

(3) Wewcnang Pcoyidik sebagaimQJlll dimaksud pado ayat ( I) ada.lah: 

a. menerima, mcncaci, mcugumpulkan, dan mcncliti kctcrangan 111au lap0ran 
herkenann dengno tindak pidana di bidang Relribusi Daernh agar kcnerangan 
at.au lanors.n ter.;ehut meniatli lehin lc1Mkaa <Jan iela~: 
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b. meneliti, mencari, dan mcngu.mpulkan kctcraagan mengenai orang pribadi 
atau Badon teniang kebenaran perhWllan yang diialmkan sehubungan dengan 
lindak pidana Relribusi Dae.rah; 

c. rnerninta keternngan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Dadan 
sch\lbuJ:!gan dtmgan ~ndak piclana di bidang Relribusi Dacrab ; 

d. rucmcciksn buku, catatan, dnn dokumen lain berkenaan dengan tindak pidruia 
di hidang Retribusi Dae-f!U! ; 

e. melakukan penggeledl!han 11ntuk mendapatklln bahau bukti pcmbukuan, 
-pencatarnn, clan doln:nnen lain. serta melakukan penyitaan terhadap bahan 
&ukti tcrscbut ; 

t. memiuta banruai.1 tenaga abli dalrun rnngka pclaksanaan rugas pcnyid ikan 
tindak pidana.di bidang Retribusi Daerah ; 

g. menyuruh bccbenti daw'atau mclaraug scscorang mcninggalkan f\l&ngan atau 
tempnt pada saat pemeriksaan scdang berlwigsung dan mcmeriks1r identitas 
orang, hendn, dan/e1au dolrumen. yang dihawn; 

b, memolret seseorang yang betkaitan dengan tfudak pidana Retribusi Daer-d!1 ; 
i. memnnggil orang untuk didengar keternngannyn dan diperiksa sebngni 

lersan.gka atau~i· · 
j. menghentikan penyidikan; dan/atnu 
k.. melnkukan liiidakan lain yang perlu untuk kelancaran penyi<likan lindak 

pidim(I di l:iidang. RetrihtL~i Dilenih sesaai dengan ketentuan perat'uran 
perundang-undangan. 

(4) Pcnyidik . scbagalm.aoa cfuuaksud pada ayat (i) memberitahutJu1 di01ulainya 
penyidikan dan menyampaikan basil penyidikannya kepada Penunlut Umum 
mGlalui Pcnyidik P,cjabat Polisi Negara Rcpublik lndoncsia, scsuai dcng~ 
ketentuan yang:dintur dalnm Undang"Undang Hukum Acara Pidnnn. 

BABXXXD 
KEl'ENl'UAN PIDANA 

Pa..w 71 

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksannkan kewajibannya, sehlngga merugikan 
kcuangaa dacrah <!iancam pidana kurungan paling lama 3 (1iga) bulan atau 
pidana dendn paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak ntau 
kurang bayar. 

(2) Tindnk P.idana sebngaimnna dimak$ud pada ayat (!) adalah Pelanggaran. 

(3) Dcnda scbagniruono dimaksud poda oyat (1) mcrupokon penerirmmn negoro. 

l3AD-XX,.'Wl 
KETENTUAN PERALIBAN 

Pasal 72 

( I) Setiap pcnyelenggaraan pemakaman jenazah dalam Oaerah sctclab 
ditetapkannya Pcraturan Oacrah ini, w~jib ruematuhi t,e:nnik dan pola standar 
bangunan makarn dalam Daerah. 

(2) BCl)luk dm1 pola standar penyclenggaraan pomakaman jenaz.ah sebag!)imana 
dimaksud pado ayat (2), adalah penyelcnggaraan pemakaman jenu.ab dengan 
panorama hijau, in,clah. tertib dan berwawasan Lingkungan sehingga diharapkau 
ruCl,llpunyai multiplier efcl< sebagnimana dimaksud dalam Pasal 3, maim segala 
bentuk bangunan makwn yang pclDlancn tidak diperkennnkan kccua.li pl.a.ka.t 
maknm. 
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BABXXXIV 
PENUTlfP 

Pasal 73 

Dengan diherlalrukannya Pemturan Daerah ini, maka l'eraruran Daorah Kota 
Palembang Nomor LO Tahun 2004 tentang Penalwln dan Retr:ibusi Pemakaman dan 
aum Pengabuan Jenezah (,Lembamu Dacrah .Kota Palembang Tahun 2004 Nomor 23) 
besena peraturon pelaksana-annyo, dicabut.dan dinya~ tidak bedaku. 

Pas~ 74 

(1) Dinas Pcndapatan Daerab Kola Palembang sebagai koordinator pemungwan 
Retribus Daerah. 

(Z) Dinas Pcncraugan Jalan, Pcriaroauao daJ1 Pcmakaman sebagai lns.Lansi 1eknis 
pelaksaoa Pcraturan Daerah ini. 

(3) Hal-.hal yang borsifat tcknis yaJ1g bolum cukup uiatur dalam Peraturan Daerah ini 
sehagaimann dimaksud dalam Pnsal 9, Pasal 10, P~ 11, Pasal 12, Pasal 13, 
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18; Pasal 19, Pasal 20, Pasal 22, Pasal 23, 
Pnsal 24, Pasal 25, Pasnl 29, Pasal 36, Pasal 55, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 63, 
Pasal •64, J>asaL 67 dan I'asitl 68, ~panjang mengenai pelaksanaannya akan 
ditetapkan lebih lailjut dengan P.eraturnn Walikota sesuai dcngan kctcnruan 
pera111ran,perundang-undangao yang berlaku. 

Pasal 75 

Peraturan Daenµ, i.ni mulal bedal'u pada·tanggal diundangkao. 

Agar setiap orang mengetahuinya, mcmcrlntahkan pengu11d11Dgao Peraturan Daerah 
i.ni dcngau ~cmpalanu.)11 dalam Lembaran Daerah Kotn Palembang. 

Ditetaplcan di Palembang 
pru:la tanggal 3~11UAr i 401 I 

WALIKOTA PALEMBANG, 

DY SANTANA PUTRA 


